PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR OG TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 30
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1

BUPATI TAPANULI UTARA,
bahwa Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli
Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara, ketentuan tunjangan perumahan

" dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11,

10.

1.3,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06841,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6942;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
08 Tahun 2021;



12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2017
tentang Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun
2020;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 30 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12
Tahun 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-
masing:
a. Ketua, sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan; dan
c. Anggota, sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per
bulan

. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi, masing-
masing;:
a. Ketua, sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan
b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan; dan
c. Anggota, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya
laku surut sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal \O - O%- S0

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 10 - 0%~ 30K
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR _%6

NIP. 198707042011011008



